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RESUME HASIL VERIFIKAS| LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Penilikan Ke-3 dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi
Sasaran : IUIPHHK dan IUI PT Octa Mitranusa Persada

IDENTITAS LVLK
Nama Lembaga
Nomor Akreditasi
Alamat

Telepon

Email

Penanggung Jawab LVLK
Standar Audit yang
Digunakan

Susunan Tim Audit

Pengambil Keputusan

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen
Alamat Kantor

Jenis 1zin Usaha

Produk & Kap. lIzin

Lokasi Industri

Email
Pengurus Perusahaan

Management Representatif

PT Trustindo Prima Karya

LVLK-010-IDN

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

JI. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
(0541) 747798
trustindoprimakarya@gmail.com

Ir Kurnia

- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
1. Rupita Nilansari, S.Hut (Ketua Tim Audit)

2. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)

Ir Rudy Setyawan

PT Octa Mitranusa Persada

JI. Ahmad Yani No. 140 RT 13 RW 01, Desa Ardirejo,

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang — Provinsi Jawa Timur

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin

Usaha Industri (1Ul)

a) Kayu Gergajian (2.500 m®/Tahun)

b) Barecore (3.500 m®/Tahun)

c) Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
(Furniture) (3.000 m3/Tahun)

d) Decking Flooring, Finger Joint Laminated Board 800.000
pcs, 1.000 box, 2.000 m® (Perluasan Ruang Lingkup)

e) Door Jamb kapasitas 4.000 m® (Perluasan Ruang Lingkup)

JI. Ahmad Yani No. 140 RT 13 RW 01, Desa Ardirejo,

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang — Provinsi Jawa Timur

octamitranusapersada@gmail.com

Direktur : Adrian Handoko

Komisaris : Handoko

Sutrisno
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3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-3 DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Penyampaian hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan audit lapangan,
meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.
b. Uraian rinci kegiatan audit yang
meliputi : Ruang lingkup, metode
18 Februari 2018 audit, teknik audit dan standar acuan
Pertemuan Industri yang digunakan.
Pembukaan PT Octa Mitranusa c. Menyampaikan kesanggupan
Persada menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.
d. Meminta surat kuasa dan/atau surat
penunjukkan Manajemen
Representatif.
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

18 - 20 Februari 2018

Melakukan pengumpulan data melalui
tinjauan dokumen, wawancara dan

Ke-3 dan Perluasan
Ruang Lingkup
Sertifikasi

13 Maret 2019

dan Observasi Industri pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap
Lapangan PT Octa Mitranusa data, dokumen serta menganalisa
Persada kesesuaiannya.
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan
20 Februari 2018 audit) yang meliputi temuan kesesuaian
Pertemuan Industri dan temuan ketidaksesuaian.
Penutupan PT Octa Mitranusa Terhadap temuan ketidaksesuaian
Persada diterbitkan LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan
dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
a. PT Octa Mitranusa Persada dinilai
TIDAK MEMENUHI standar VLK pada
IUIPHHK dan Ul sesuai Lampiran
2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/
Pengambilan SET/ 4/2016 yang meliputi verifier
Keputusan Penilikan Bogor nomor 1.1.1.h;2.1.1.g; 2.1.1.i;

213.a;213b;21.3.c;2.1.3d;
21.1.e;3.1.1;3.21.a;3.2.1.f;3.3.1.
:4.1.1.a;dan 4.2.1.

b. Status S-LK PT Octa Mitranusa
Persada dibekukan terhitung tanggal
13 Maret 2019 sampai dengan 12
Juni 2019.
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4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-3 DAN PERLUASAN RUANG LINGKUP
SERTIFIKASI

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan
terakhir.

Akta pendirian perusahaan No. 42
tanggal 07 Desember 1998 oleh Notaris
Eko Handoko Widjaja, S.H. dan telah
disahkan sesuai dengan Keputusan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. 0-8962.HT.01.01.TN.99 tanggal 24
Mei 1999.

Akta perubahan No. 03 tanggal 04
Februari 2013 oleh Notaris Budhi
Santosa, S.H. dan telah mendapat
pengesahan sesuai Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-
17368.AH.01.02.Tahun 2013 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan tanggal 04 April 2013.

1.1.1.b

Usaha
atau

yang
Izin

Surat Izin
Perdagangan (SIUP)
Izin  Perdagangan
tercantum dalam
Industri.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang
dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola
dan Penyelenggara OSS (Online Single
Submission) kepada PT Octa Mitranusa
Persada dengan NIB 9120401171161
pada tanggal 18 Januari 2019.

1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1
menyataan penetapan lzin Gangguan di
daerah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

1.1.1.d

Tanda Daftar
(TDP).

Perusahaan

TDP No. 132512000319 tanggal 06 Juni
2014 vyang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pendaftaran Perusahaan, Kepala
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan
Pasar Kabupaten Malang. TDP berlaku
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VERIFIER

NO.

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

s/d 21 Juli 2019.

PT Octa Mitranusa Persada memiliki
Nomor Induk Berusaha No.
9120401171161 yang dikeluarkan oleh
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara
OSS (Online Single Submission) pada
tanggal 16 Januari 2019.

1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).

a. NPWP 01.840.818.7-654.001 atas
nama PT Octa Mitranusa Persada

b. SKT No. S-
1614KT/WPJ.12/KP.1103/2016
tanggal 10 Februari 2016 yang
dikeluarkan oleh KPP Pratama
Kepanijen.

c. SPPKP No. S-
15PKP/WPJ.12/KP.1103/2016
tanggal 10 Februari 2016 vyang
dikeluarkan oleh KPP Pratama
Kepanijen.

NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau

SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai

dengan dokumen lainnya.

1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup
(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara).

PT Octa Mitranusa Persada dapat
menunjukkan dokumen UKL-UPL No.
660.4/ 146/UKKPL/421.206/2013 tanggal
20 Februari 2013 yang telah mendapat
rekomendasi Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Malang dengan
Nomor Buku : 08/UPKL/RP tanggal 20
Februari 2013.

Perusahaan telah melaporkan
pelaksanaan upaya pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang
dibuktikan  dengan tanda terima
pelaporan UKL — UPL kepada ke Dinas
Lingkungan Hidup, Pemerintah
Kabupaten Malang.
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VERIFIER

NO.

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.9g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri
(IU1), atau Izin Usaha Tetap
(IUT).

[UIPHHK No. P2T/01/14.04/111/2010
tanggal 11 Maret 2010 vyang
dikeluarkan oleh Administrator Unit
Pelayanan Perizinan Terpadu
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (a.n)
Gubernur Jawa Timur untuk jenis
industri Penggergajian Kayu
kapasitas 6.000 m®/tahun.

. Perubahan Komposisi Jenis dan

Kapasitas Produksi IUIPHHK No.
P2T/6/14.08/02/IV/2015 tanggal 09
April 2015 yang dikeluarkan oleh
Selaku  Administrator  Pelayanan
Perizinan Terpadu, Kepala Badan
Penanaman Modal Provinsi Jawa
Timur (a.n) Gubernur Jawa Timur
untuk jenis produk Kayu Gergajian
kapasitas 2.500 m?®tahun dan
Barecore kapasitas 3.500 m®/tahun.

Izin Usaha Industri (IUl) Tanpa
Melalui Tahap Persetujuan Prinsip
No. 530/01/421.107/IU.TPP/2009
tanggal 16 Januari 2009 vyang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan
Pasar Kabupaten Malang untuk
Industri Moulding dan Komponen
Bahan Bangunan kapasitas 3.000
m?®/tahun.

. lzin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu (IlUIPHHK) yang
dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola
dan Penyelenggara OSS (Online
Single Submission) kepada PT Octa
Mitranusa Persada, NIB

9120401171161, dikeluarkan pada
tanggal 11 Maret 2010 untuk industri
penggergajian kayu (16101) dan
Industri barang bangunan dari kayu
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VERIFIER

NO.

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

(16221).

e. lzin Usaha Industri (IUl) yang
dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola
dan Penyelenggara OSS (Online
Single Submission) kepada PT Octa
Mitranusa Persada, NIB
9120401171161, dikeluarkan pada
tanggal 16 Januari 2019, untuk
Industri furniture dari kayu (31001).

1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK.

™

Pada saat dilakukan kegiatan audit
Penilikan — 3 dan Perluasan Ruang
Lingkup Produk FJLB dan Door Jamb,
PT Octa Mitranusa Persada belum dapat
menunjukkan :

a. Tanda terima penyampaian Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
Primer (RPBBI) tahun 2018 beserta
perubahannya (jika ada).

b. Laporan realisasi pemenuhan bahan
baku, penggunaan dan pemanfaatan
bahan baku, serta produksi periode
Februari 2018 — Januari 2019.

Atas hal tersebut auditor menerbitkan
laporan ketidaksesuaian atas verifier
1.1.1.h. Sampai dengan batas waktu
yang telah ditentukan yaitu tanggal 11
Maret 2019, PT Octa Mitranusa Persada
tidak mengirimkan bukti tindakan
perbaikan atas laporan ketidaksesuaian
tersebut (point a dan b) sehingga
laporan ketidaksesuaian atas verifier
1.1.1h. tidak dapat ditutup dan
dinyatakan tidak memenuhi.

1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A

10.

1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan dan  bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence)

N/A

Selama periode Februari 2018 s/d
Januari 2019, PT Octa Mitranusa
Persada tidak terdaftar sebagai importir.
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VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI

NO. NILAI

Kode Judul
importir.

11. | 1.3.1.a | Akte notaris pembentukan Selama periode Februari 2018 s/d
kelompok atau dokumen | N/A | januari 2019, PT Octa Mitranusa
pembentukan kelompok. Persada tidak terdaftar sebagai salah

12. | 1.3.1.b | Internal audit anggota. N/A | satu anggota kelompok.

PRINSIP 2.
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
VERIFIER
NO. NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul

1. 2.1.1.a | Dokumen jual beli/nota atau Selama periode Februari 2018 s/d
kontrak suplai bahan baku Januari 2019 PT Octa Mitranusa Persada
dilengkapi bukti pembelian. melakukan pembelian bahan baku kayu

bulat asal dari hutan rakyat, kayu
gergajian asal dari hutan rakyat maupun

M hutan negara dan MDF. Pembelian bahan
baku tersebut telah dilengkapi dengan
dokumen jual beli berupa permintaan
uang muka kepada bagian finance &
accounting dan bukti transaksi transfer
dana.

2. 2.1.1.b | Daftar Periksa Kayu Bulat Selama periode Februari 2018 s/d
(DPKB). Januari 2019, PT Octa Mitranusa Persada

N/A | .. . .
tidak menerima dan mengolah kayu dari
hutan negara/alam.

3. 2.1.1.c | Bukti serah terima kayu Seluruh  penerimaan  bahan telah
selain kayu bulat dari hutan dilengkapi dengan dokumen angkutan
negara, dilengkapi dengan hasil hutan yang sah serta bukti serah
dokumen angkutan hasil terima kayu berupa form tanda terima
hutan yang sah. M | atau surat jalan (untuk penerimaan

produk MDF) yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak (penerima dan
pengirim).
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VERIFIER

NO.

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

21.1d

Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.

Selama periode Februari 2018 s/d
Januari 2019, realisasi penerimaan bahan
baku PT Octa Mitranusa Persada yaitu :

a. Kayu bulat dari asal hutan rakyat
untuk jenis Sengon, Mahoni, Mindi
sebanyak 119.541 batang / 2.496,95
m® dengan dilengkapi 291 dokumen
angkutan.

b. Kayu olahan gergajian jenis Sengon
dan Mahoni asal hutan rakyat dan
jenis Merbau asal hutan negara
sebanyak 390.451 keping / 3.813,36
m® dengan dilengkapi 253 dokumen
angkutan.

c. MDF sebanyak 2.681 lembar / 76,71
m® dengan dilengkapi 11 dokumen
angkutan.

Seluruh penerimaan telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan,
tidak dijumpai jenis kayu yang berbeda
dengan dokumen angkutannya.
Berdasarkan  hasil analisis LMKB,
LMHHOK, Daftar penerimaan Hasil Hutan
dan dokumen angkutan hasil hutan
menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian
jumlah dan volume penerimaan bahan
baku yang tercantum di dalam dokumen-
dokumen tersebut pada periode yang
sama.

PT Octa Mitranusa Persada memiliki
Tenaga Teknis (Ganis) PHPL PKB-R
teregister atas nama Sdr. Sutrisno
dengan nomor register : 02815-07/PKB-
R/XVI1/2018 yang berlaku dari tanggal 20
Agustus 2018 sampai dengan 19 Agustus
2021.
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VERIFIER

NO.

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kayu Lelang

Selama periode Februari 2018 s/d
Januari 2019, PT Octa Mitranusa Persada
menerima dan mengolah bahan baku
kayu yang berasal dari kayu lelang.
Realisasi penerimaan kayu lelang terjadi
pada bulan Oktober 2018 dan November
2018 dengan total penerimaan kayu
olahan berbentuk square jenis kayu
merbau mencapai 7.622 keping / 262,90
m®.  Seluruh penerimaan kayu lelang
tersebut berasal dari pengirim atas nama
PT Samudera Cipta Karya. PT Samudra
Cipta Karya mengangkut dan
memasarkan kayu olahan tersebut
dengan tujuan antar pulau keluar Provinsi
Papua Barat kepada PT Octa Mitranusa
Persada melalui jasa ekspedisi PT
Bintang Katulistiwa Anugerah.
Pengangkutan dari PT Samudra Cipta
Karya kepada penerima PT Bintang
Katulistiwa Anugerah dari PT Samudra
Cipta Karya menuju PT Bintang
Katulistiwa telah dilengkapi dengan Surat
Angkutan Lelang (SAL) nomor
002/33/92.07/SAL-DW/KO/2018 yang
diterbitkan oleh Daud L. Wambrauw,
S.Hut,, staf pada Dinas Kehutanan
Provinsi Papua Barat pada tanggal 08
Oktober 2018 dengan disertai Kutipan
Risalah Lelang nomor : 106/82/2018
tanggal 07 September 2018.
Pengangkutan hasil hutan lanjutan hasil
lelang dari PT Bintang Katulistiwa
Anugerah menuju PT Octa Mitranusa
Persada dilengkapi dengan  Surat
Jalan/Pengantar dari PT  Bintang
Katulistiwa Anugerah.

21.1.e

Nota dan dokumen
keterangan (Berita Acara

N/A

Selama periode Februari 2018 s/d
Januari 2019, PT Octa Mitranusa Persada
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VERIFIER
NO. NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul

dari Petugas Kehutanan tidak menerima dan mengolah bahan
atau Aparat baku dari kayu bekas/hasil
Desa/Kelurahan) yang bongkaran/sampah kayu dari kayu
menjelaskan asal usul untuk lelang.

kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

6. 2.1.1.f | Dokumen angkutan berupa Selama periode Februari 2018 s/d
Nota untuk kayu limbah Januari 2019, PT Octa Mitranusa Persada
. . N/A | .. .
industri. tidak menerima dan mengolah kayu

limbah industri.

7. 2.1.1.g | Dokumen S-LK/S-PHPL Berdasarkan  hasil verifikasi  Daftar
yang dimiliki  pemasok Penerimaan Hasil Hutan dan Dokumen
dan/atau DKP dari Angkutan Hasil Hutan, dijumpai pemasok
pemasok. kayu merbau asal lelang atas nama PT

Samudera Cipta Karya tidak memiliki S-
LK. Berdasarkan hasil cross cheek pada
website Sistem Informasi Legalitas Kayu
(http://silk.dephut.go.id) tidak dijumpai
data pemegang S-LK atas nama PT
Samudera Cipta Karya. Auditor
menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian.
Sampai dengan batas waktu yang telah
ditentukan, PT Octa Mitranusa Persada
belum dapat menyampaikan bukiti
™ tindakan koreksi terhadap temuan
tersebut, sehingga LKS pada verifier

2.1.1.g dinyatakan tidak dapat ditutup
dengan hasil verifikasi tidak memenuhi.

Berdasarkan hasil cross cheek pada
website Sistem Informasi Legalitas Kayu
(nttp://silk.dephut.go.id), seluruh
pemasok yang memiliki S-LK, statusnya
adalah aktif.

Tersedia prosedur pengecekan terhadap
DKP vyang diterima oleh PT Octa
Mitranusa Persada serta terdapat personil
yang bertanggung jawab untuk
memastikan kebenaran dan kesesuaian
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produk turunannya.

VERIFIER
NO. NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul
DKP yang diterima di PT Octa Mitranusa
Persada yang dibuktikan dengan Surat
Tugas nomor 0006/OMP/ST/X/2017
tanggal 10 Oktober 2017. Tersedia
Laporan Hasil Pengecekan.

8. 2.1.1.h | Informasi terkait VLBB untuk Berdasarkan  Perdirien PHPL  No.
pemasok  yang belum P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. | N/A | disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember
2017.
9. 2.1.1.i | Dokumen pendukung Sehubung dengan terbitnya LKS pada
RPBBI. verifier  1.1.1.h, maka  kesesuaian
dokumen sumber bahan baku dengan
sumber bahan baku RPBBI terakhir
™ (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
tidak dapat dianalis dikarenakan PT Octa
Mitranusa Persada tidak menyampaikan
dokumen bukti ketidaksesuaian pada
verifier 1.1.1.h sampai dengan batas
waktu yang telah ditentukan.

10. | 2.1.2.a | Pemberitahuan Impor N/A
Barang (PIB).

11. | 2.1.2.b | Bill of Lading (B/L). N/A

12. | 2.1.2.c | Packing List (P/L). N/A

13. | 2.1.2.d | /nvoice. N/A

14. | 2.1.2.e | Deklarasi. N/A | Selama periode Februari 2018 s/d

- Januari 2019, PT Octa Mitranusa Persada

15. | 21.21 | Bukti  pembayaran  bea tidak terdaftar sebagai importir sehingga
masuk  (bila terkena bea | N/A |iidak menerima dan mengolah kayu
masuk). impor.

16. | 2.1.2.g | Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
C : .| N/A
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.

17. | 2.1.2.h | Bukti penggunaan kayu dan N/A
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VERIFIER

NO.

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

18.

2.13.a

Tallysheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi.

™

Pada saat kegiatan audit di lapangan, PT
Octa Mitranusa Persada belum dapat
menunjukkan  7allysheet penggunaan
bahan baku dan hasil produksi. Atas
ketidaksesuaian tersebut maka auditor
menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian
(LKS) pada verifier 2.1.3.a. Sampai
dengan batas wakiu vyang telah
ditentukan, PT Octa Mitranusa Persada
belum menyampaikan dokumen Dbukti
pemenuhan ketidaksesuaian, sehingga
LKS pada verifier 2.1.3.a. dinyatakan
tidak dapat ditutup dengan hasil verifikasi
tidak memenuhi.

19.

2.1.3b

Laporan  produksi hasil
olahan.

™

Hasil  verifikasi dokumen Laporan
Produksi dengan Laporan Mutasi Kayu
adalah sebagai berikut :

a. Tidak dijumpai kesesuaian laporan
hasil produksi dengan
catatan/laporan mutasi kayu untuk
bahan baku kayu merbau beserta
produk olahannya.

b. Rekapitulasi Bulanan Laporan
Produksi selama periode Februari
2018 s/d Januari 2019 untuk produksi
furniture ; decking ; FJLB ; door jamb
dan flooring belum dapat disimpulkan
bahwa terdapat kesesuaian
hubungan yang logis antara /nput —
oulputdan rendemen.

c. Kepastian realisasi produksi sendiri

tidak melebihi kapasitas izin yang
diizinkan belum dapat dipastikan

karena masih dijumpai
ketidaksesuaian pada laporan
produksi.

d. Tidak dijumpai kesesuaian Laporan
Mutasi Kayu (LMHHOK) dengan
laporan pendukung (Laporan
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Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Penjualan Tujuan Lokal produk sawn
timber merbau asal kayu lelang dan
furniture serta Laporan Penjualan
Tujuan Ekspor).

e. Kepastian produk vyang diekspor
merupakan hasil produksi sendiri
belum dapat dipastikan karena masih
dijumpai ketidaksesuaian pada
LMHHOK dan Laporaan Produksi.

20.

2.1.3.c

Produksi  industri  tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan.

™

Berdasarkan ketidaksesuaian yang
dijumpai pada verifier 2.1.3.b, maka
verifier 2.1.3.c tidak dapat diverifikasi
lebih lanjut.

21.

2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan.

™

PT Octa Mitranusa Persada dapat
menunjukkan rekapitulasi laporan hasil
produksi dari kayu lelang yang
dipisahkan dengan produksi kayu
lainnya. Hasil analisis dari laporan hasil
produksi dari kayu lelang menunjukkan
ketidaksesuaian sebagai berikut :

a. Ketidaksesuaian stock kayu gergajian
hasil olahan kayu merbau square.

b. Terdapat penjualan produk finger
Jjoint decking dengan tujuan ekspor
pada bulan Februari 2019 yang
dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

22,

2.1.3.e

Dokumen
mutasi kayu.

catatan/laporan

™

Berdasarkan ketidaksesuaian yang
dijumpai pada verifier 2.1.3.b, maka
verifier 2.1.3.e tidak dapat diverifikasi
lebih lanjut.

23.

21.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

N/A

24.

2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan
produk antara  auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain).

N/A

25.

21.4.c

Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan.

N/A

Selama periode Februari 2018 s/d
Januari 2019, PT Octa Mitranusa Persada
tidak melakukan kegiatan penjasaan ke
pihak lain/pihak penyedia jasa.
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VERIFIER
NO. NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kode Judul

26. | 2.1.4.d | Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada | N/A
perusahaan penyedia jasa.

27. | 2.1.4.e | Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses
produksi, dan ekspor N/A
apabila ekspor dilakukan
melalui industri penyedia
jasa.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI
NO. NILAI
Kode Judul
1. 3.1.1. | Dokumen angkutan hasil Berdasarkan ketidaksesuaian yang
hutan yang sah. dijumpai pada verifier 2.1.3.b dan 2.1.3.e,
maka verifier 3.1.1.a tidak dapat diverifikasi
lebih lanjut.

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, diketahui bahwa realisasi penjualan
dengan tujuan lokal adalah :

a. Merbau square asal kayu lelang
sebesar 140,04 m® dengan dilengkapi
15 set dokumen Nota Angkutan

™ Perusahaan.

b. Merbau sawn timber hasil olahan asal
kayu lelang sebesar 50,60 m® dengan
dilengkapi 4 set dokumen Surat Jalan.

c. Furniture sebanyak 0,81 m® dengan
dilengkapi 23 nota penjualan sebagai
dokumen angkutan.

d. Merbau door jamb hasil olahan asal
kayu lelang sebesar 4,09 m®. PT Octa
Mitranusa Persada tidak
menyampaikan dokumen angkutan
yang digunakan kepada auditor.
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Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

e. Merbau flooring hasil olahan asal kayu
lelang sebesar 0,64 m® PT Octa
Mitranusa Persada tidak
menyampaikan dokumen angkutan
yang digunakan kepada auditor.

3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

™

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, PT Octa Mitranusa Persada
melakukan kegiatan ekspor untuk produk
furniture, Merbau E4E, Merbau Decking
Reeded, Barecore, dan FJLB.

Berdasarkan ketidaksesuaian yang
dijumpai pada verifier 2.1.3.b dan 2.1.3.e,
maka verifier 3.2.1.a terkait kepastian
produk yang diekspor merupakan hasil
produksi sendiri tidak dapat diverifikasi
lebih lanjut.

3.21.b

Pemberitahuan
Barang (PEB).

Ekspor

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, seluruh penjualan ekspor produk
Decking Reeded, E4E, Barecore, Furniture,
FJLB dilengkapi dengan dokumen ekspor
yang sah berupa PEB, Packing List (P/L),
Invoice, Bill of Lading (B/L), Dokumen V-
Legal, dan Laporan Surveyor (produk E4E
dan Decking Reeded). Terdapat
kesesuaian informasi antar dokumen
pelengkap ekspor.

3.2.1.c

Packing List (P/L).

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, seluruh penjualan ekspor produk
Decking Reeded, E4E, Barecore, Furniture,
FJLB dilengkapi dengan dokumen ekspor
yang sah berupa PEB, Packing List (P/L),
Invoice, Bill of Lading (B/L), Dokumen V-
Legal, dan Laporan Surveyor (produk E4E
dan Decking Reeded). Terdapat
kesesuaian informasi antar dokumen
pelengkap ekspor.

3.21d

/nvoice.

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, seluruh penjualan ekspor produk
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VERIFIER

NO.

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Decking Reeded, E4E, Barecore, Furniture,
FJLB dilengkapi dengan dokumen ekspor
yang sah berupa PEB, Packing List (P/L),
Invoice, Bill of Lading (B/L), Dokumen V-
Legal, dan Laporan Surveyor (produk E4E
dan Decking Reeded). Terdapat
kesesuaian informasi antar dokumen
pelengkap ekspor.

3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, seluruh penjualan ekspor produk
Decking Reeded, E4E, Barecore, Furniture,
FJLB dilengkapi dengan dokumen ekspor
yang sah berupa PEB, Packing List (P/L),
Invoice, Bill of Lading (B/L), Dokumen V-
Legal, dan Laporan Surveyor (produk E4E
dan Decking Reeded). Terdapat
kesesuaian informasi antar dokumen
pelengkap ekspor.

3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dokumen V-
Legal.

™

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, seluruh penjualan ekspor produk
Decking Reeded, E4E, Barecore, Furniture,
FJLB dilengkapi dengan dokumen ekspor
yang sah berupa PEB, Packing List (P/L),
Invoice, Bill of Lading (B/L), Dokumen V-
Legal, dan Laporan Surveyor (produk E4E
dan Decking Reeded). Terdapat
kesesuaian informasi antar dokumen
pelengkap ekspor.

PT Octa Mitanusa Persada mengajukan
Permohonan V-Legal terhadap produksi
Merbau diri asal kayu lelang (HS Code :
4409.22.00) sejumlah 1.170 pcs / 17,78 m?®
dengan Packing List No. 0006/OMP-
PL/Il/2019 tanggal 16 Februari 2019 ;
Invoice No. No. 0006/OMP-INV/11/2019
tanggal 16 Februari 2019 untuk penerbitan
Dokumen V-Legal No. 19.00169-
00006.010-ID-AU tanggal 16 Februari 2019.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan
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Kode
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NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 8 ayat (3). PT
Octa Mitranusa Persada tidak dapat
menutup laporan ketidaksesuaian atas
verifier 3.2.1.f. Dengan demikian, laporan
ketidaksesuaian atas verifier 3.2.1.f. tidak
dapat ditutup dan dinyatakan tidak

memenubhi.

3.2.1.9

Hasil  verifikasi  teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib
verifikasi teknis.

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, seluruh penjualan ekspor produk
Decking Reeded, E4E, Barecore, Furniture,
FJLB dilengkapi dengan dokumen ekspor
yang sah berupa PEB, Packing List (P/L),
Invoice, Bill of Lading (B/L), Dokumen V-
Legal, dan Laporan Surveyor (produk E4E
dan Decking Reeded). Terdapat
kesesuaian informasi antar dokumen
pelengkap ekspor.

3.2.1.h

Bukti
keluar
keluar.

pembayaran bea
bila terkena bea

N/A

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, produk yang diekspor oleh PT Octa
Mitranusa Persada tidak tergolong dalam
kelompok produk yang wajib terkena bea
keluar, sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia nomor
13/PMK.010/2017 tentang  Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar
dan Tarif Bea Keluar.

10.

3.2.1.i

Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya.

N/A

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, produk yang diekspor oleh PT Octa
Mitranusa Persada bukan berasal dari jenis
kayu yang dibatasi perdagangannya.

11.

3.3.1.

Tanda  V-Legal
dibubuhkan
dengan ketentuan.

yang
sesuai

™

Sehubung dengan ketidaksesuaian pada
verifier 3.2.1.f. tidak dapat ditutup dan
dinyatakan tidak memenuhi, maka norma
memenuhi pada verifier 3.3.1 tidak dapat
dipenuhi.

Halaman 17 dari 20




N4

} RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
_of

W

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

VERIFIER

NO.

Kode

Judul

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

411.a

Pedoman/prosedur K3.

™

PT Octa Mitranusa Persada telah memiliki
SOP K3 yang disahkan oleh Direktur
Perusahaan pada tanggal 21 Februari
2018.

PT Octa Mitranusa Persada
mempekerjakan sebanyak 144 orang
karyawan. Perusahaan telah memiliki
susunan P2K3 sesuai dengan Surat
Keputusan No. 05/SK-P2K3/11/2019 tanggal
22 Februari 2019 yang ditandatangani dan
distempel basah oleh Direktur Perusahaan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Rl No. PER.04/MEN/1987 tentang
Panitia Pembina dan Kesehatan Kerja
Serta Tata Cara Penunjukkan Ahli
Keselamatan Kerja yang diterbitkan pada
tanggal 03 Agustus 1997 pada Pasal 2 dan
Peraturan Pemerintan Rl No. 50 tahun
2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang diterbitkan tanggal 12 April
2012, Lampiran 1, perusahaan wajib
membentuk Panitia Pembina Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Sejak kegiatan audit Penilikan — 2 sampai
pada saat dilakukan kegiatan audit
Penilikan - 3, dokumen P2K3 belum
mendapatkan pengesahan dari instansi
terkait sehingga auditor menerbitkan
laporan ketidaksesuaian atas verifier
41.1.a.

Sampai dengan batas waktu yang
ditentukan, PT Octa Mitranusa Persada
tidak mengirimkan bukti  tindakan
perbaikan sehingga laporan
ketidaksesuaian atas verifier 4.1.1.a. tidak
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RINGKASAN JUSTIFIKASI

dapat ditutup dan tidak

memenuhi.

dinyatakan

41.1.b

Implementasi K3.

a. Tersedia APAR yang tedistribusi di area
pabrik. APAR dalam kondisi baik,
belum kadaluarsa dan siap digunakan.

b. Tersedia APD (Alat Pelindung Diri).
APD digunakan karyawan perusahaan
pada saat bekerja.

c. PT Octa Mitranusa Persada telah
memasang rambu - rambu K3 di
seluruh areal pabrik diantaranya
Tanda Jalur Evakuasi, Tanda Titik
Kumpul, himbauan menggunakan
APD, himbauan di larang merokok,
dsb.

41.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk
setiap kejadian kecelakaan kerja dan
upaya penanganan.

Selama periode Februari 2018 s/d Januari
2019, tercatat telah terjadi 7 kasus
kecelakaan kerja.

4.2.1

Serikat
kebijakan

pekerja atau

perusahaan
auditee yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.

™

PT Octa Mitranusa Persada tidak dapat
menunjukkan dokumen serikat kerja atau
surat pernyataan mengenai kebijakan
perusahaan yang membolehkan karyawan
untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat kerja sehingga auditor
menerbitkan laporan ketidaksesuaian tas
verifier 4.2.1.

Sampai dengan batas waktu yang telah
ditentukan, PT Octa Mitranusa Persada
tidak  mengirimkan bukti  tindakan
perbaikan sehingga laporan
ketidaksesuaian atas verifier 4.2.1. tidak
dapat ditutup dan dinyatakan tidak
memenuhi.

422

dokumen
PP  vyang

Ketersediaan
KKB atau

PT Octa Mitranusa Persada telah memiliki
Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh
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 Judul

pekerja.

I'mengatur hak

"Dina's fénaga i(érja :Pémeﬁn{éh Ka'bupate'n\

Malang sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Malang No. KEP.11/PP/35.07.105/111/2017
tanggal 06 Maret 2017. Peraturan
Perusahaan tersebut berlaku mulai 02
Maret 2017 sampai dengan 01 Maret 2019.

6.- |423 |Pekerja yang masih di Selama periode Febrauari 2018 s/d Januari
bawah umur. M 2019, PT Octa Mitranusa Persada tidak

mempekerjakan anak di bawah umur (di
luar ketentuan).

Keterangan :

M : Memenuhi

™  : Tidak Memenuhi

NA  : Not Applicable

fpamarinda, 18 Maret 2019

% LVLK PT Trustindo Prima Karya

r Kurnia
Direktur
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REVISI SURAT PENUGASAN AUDIT
Nomor : 019/SPT/VLK-SA/CKSL/2019 Tanggal 18 Maret 2019

Yth. PT Cipta Karya Sesayap Lestari
di -
Tarakan

Menunjuk surat kami No. 018/SPT/VLK-SA/CKSL/2019 Tanggal 14 Maret 2019, maka
sehubungan dengan adanya perubahan penugasan audit pada auditor VLK Hutan PT Trustindo
Prima Karya, bersama ini kami sampaikan revisi Tim Audit menjadi sebagai berikut :

NO. NAMA POSISI

1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut Auditor

untuk melaksanakan audit lapangan dalam rangka kegiatan sertifikasi legalitas kayu terhadap :

1. Nama Unit Manajemen . PT Cipta Karya Sesayap Lestari

2, Jenis Izin Usaha . IPK Dalam APL -

3. SKIPK : No. 915/10/Kpts-Perpanjangan IPK/DISHUT.II.1/1/2019
Tanggal 17 Januari 2019

4. Target IPK : Tahun 2019 seluas 1.632,41 Hektar

5. Lokasi IPK : Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Cipta Karya Sesayap
Lestari di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara

6. Waktu Pelaksanaan : 27 - 30 Maret 2019

7. Standar Acuan Audit yang Dlgunakan

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/
2016 Tanggal 7 Maret 2016.

b. Lampiran 2.4 dan 3.2 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tanggal 29 April 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerj@manya diucapkan terima kasih.

= LVLK PT Trustindo Prima Karya,

Ir Kurnia
Direktur
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